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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL

PENYELIDIK BUMI DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 30 Januari

2013 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan

Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Energi

dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2013 dan Nomor

32 Tahun 2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 30

Januari 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik

Bumi dan Angka Kreditnya, tata kerja Tim Penilai dan

tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral selaku Pimpinan Instansi Pembina

Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi;
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b. bahwa untuk menjamin adanya kesamaan persepsi dan

keseragaman dalam penilaian dan penetapan angka

kredit, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral tentang Petunjuk Teknis

Pembinaan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan

Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang

Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 4017),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengangkatan dalam

Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 198);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121);

10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal

27 Oktober 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan

Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun

2014-2019;

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552)

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun

2013 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan
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Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 223);

13. Peraturan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

34 Tahun 2013 dan Nomor 32 Tahun 2013 tanggal 11

Desember 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun

2013 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan

Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN

FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

(1) Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

digunakan sebagai pedoman baku dalam pelaksanaan

kegiatan dan pengelolaan jabatan fungsional Penyelidik

Bumi.

(2) Maksud disusunnya Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional

Penyelidik Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah untuk mencapai kesamaan pengertian dan

pemahaman diantara para pejabat fungsional dan

struktural, serta tim penilai dalam pengusulan dan

penilaian jabatan fungsional Penyelidik Bumi.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Keputusan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1211
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K/70/MEM/2005 tanggal 21 April 2005 tentang Petunjuk

Teknis Pembinaan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan

Angka Kreditnya Departemen Energi dan Sumber Daya

Mineral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Oktober 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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